SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 21/HK.03.1/1801/2021

TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUFPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor
553/HK.04-Kpt/03/KPU /X1/2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di
Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten Lampung Selatan:rlu dibuat Prosedur
Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5656)) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional;

4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hulkum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
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6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor saafHKJm-Kpt;na;m;m;mn tentang
Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota;|

I
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PROSEDUR  STANDAR OPERASIONAL
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
Menetapkan Prosedur Standar Operasional
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Selatan.

Menetapkan Prosedur Standar Operasional
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Huloum
yang tercantum dalam Diktum KESATU
tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:
a. Prosedur Standar Operasional Penyusunan

Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan;

b. Prosedur Standar Operasional Penyusunan
Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

ttd,

Ansurasta RZ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Sekretars,
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIMAN UMUM L
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 21 /HK.03.1/ 1801 /2021

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK

HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Momor B30P
ITanggal Pengesahan
Dinahkan Cleh i
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
td,
Ansurasta RZ
KOMISI PEMILIHAN UMUM UN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nama S0P PENGUNGCGAHAN PRODUK HUKUM HOMISI PEMILIHAN UMUM
DASAR HUEKLUM KUALIFIKAS] PELAKSANA
1 |Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 1 |Memahami proses penérbitan salinan Keputusan KPU;
2 |Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 |Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU.
3 |Peraturan Premiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informas: Hukum Nasional 3 |Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPLL
4 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor | Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infermasi Publik
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
5 |Persturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 entang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinal/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Permilihan Kabupaten/Kola.
& |[Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusis Nomor 8 Tahun 2019 tentang Btandar Pengelolaan Dekumen
dan Informasi Hukum [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
T |Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan
EETERKAITAN PERALATAN/PERLENGEKAPAN o
1. |PS0O Penyusunan Ksputusan KFU Kabupaten Lampung Selatan: 1. |Buku Agenda;
2. |PS0 Penyusunan Heputusan Sckretans KPU Kabupaten Lampung Selatan; 2. |Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
3. |PSO Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Lampung Selatan 3. |Janngan internet;
4. |Kertas
5. |Flashchisk dan Map Odner;
&. |Stempel Salinan;
7. [Cap Dinas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan dalam bentuk naskah asl (hardoopy) dan naskah ash
elektronik fsoftoapy)




PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pelaksana
i Hukum Helengkapan Wakiu Cutput
1. | Usulan Draft 5K, data
dukung serta
1 surat
pergantar
2. | Melakukan register korekd
Buly . Daft 5
| 2 | peghtrast | ™™ | erkorelsl
o
3. | Meadisposisl dralt Keputusan femo
untuk dkereksi 3 ;!im 10 menit
4. | Melakukan koreksi SK dan - Draft SK
ditandai dengan parat 4 ATE, Draft 5K 1 hari
borkoreksl |
5. | Peneltian dan Pengiajian .
tarhadap substans: dan Materi 5 Id— 5 ATK, Draft Lharl | DraftsE
yang akan ditetapkan dalam 5K 3K berkovelksi b rekal
Sedrstarks KPU Kota Pontianak R S S—
5. | Melskukan perbaikan hasl | BT
korehs | B ]! ID""l “, . 1 jam telzh
i B B o dipeskalki
7. | Memeriksa dan meneliti ) Draft 5
kemaal hasil draty 5K 7 Draft 5K tefah )
digertad - -y
ditetapican
8. | Paraf koordinas pejbat yang '
. Dwaft 5K Diraft 5K
membidungi i | 8 k‘ 8 diparaf 5 menit berparaf
P Kasubhag kcodinasi
! R
9. | Penetapan Keputusan [ Draft 5k IL 5K
1 9 berparaf | 1jam ditandatang
koordinasi { anl
10.| Pemberian Momor dan Tasggal oK telah | SK siap
| ]

Keputosam 10 F ditandstangar | 1ot diserahbsn
11| Peryeraban SK dengan tanda [ i Permerahan
terima 11 S FPenetapan |  5menl 5K

]
12| Perabustan Salinan SK dan Arsip - N




PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pelakiang
AAurt s Pizbou
Ma Tahapan dan Altivitas Sub Stal Kasubbag —
| Bagian | pelaksana | Mukum A ke Waktu Outpunt
1. | Usulsn Draft SK, data
dultung seria
1t surat
| o ~ PETRANLET
2. | Melakukap register kovelal - it
u Drait 5K
[ 3 ngatrasl | T | porbersist
3. | Mandisposisi drail Keputusan Mama
wnt ik cikor el 1 Lembar 15
Despo i enit
& | Melakukan borelal SKdan Draft 5K
ditandsl dengan paraf 4 ATE, Draft 56 3 hari berkonsks
5. | Penelitan dan Penghajian |
terhadep substans dan Mater g k_ 5 g ATE, Dralt 3 hari Dwalft SX
yang akan ditstaphan dalain 5K LK berkoreis] berkarekal
¥FU Kota Pontianak
Melskiikan perbaikan hasil
& koreks| " ! E I:l'lfl 5K nfﬂ. ﬂ:‘.l-*
1jam
b koreksi diperbaiki
T i Memetikss den menchit f'
i kembal hesil draft SK Draft 5K telah Dralt 5K
7 diperbalki 1m | gopdietaphon
8. | Paraf koordinasi pejabst yang L Craft 5K
" e
| membidang s 8 diparaf Draft 5K
i Kasublag & 5 roenit berparal
| Ketua Dinsd koodinasi |
. _ Hulkum ~ {
9. | Penstapan Keputigsan F Draoft 5k -
berparaf 1 hari
hosedinasl ditandatargani
10.| Pemterian Momer dan Tanggal ' | sksep |
Kepatusan || 10 4 . “‘I"""" 1 it fisirahkac
i IL| Fenyerahan K dengantanda | | | - 1
i terima b I 11 5 Penetapan | 5 menit Ponpenibun sk |
12.| Permbuatan Salinan 5K dan Arslp -.-r-
12 12 = A Ihm Salinan, dan
13.| Pengunggahan ieputusan pada
laman JDIH KPU Rl dan Lam s 12
J0iH KFU Ponilanak —r
S DU




PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MUTU BAKU
BAGIAM/
KEGIATAN
SUBBAGIAN KASUBBAG aUTPUT
PENGUSUL HUKLM STAF KELEMNGKAPAN
Menyampaikan Mota Dinas psrmohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke .
website JDIH berupa Maskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau 1 nota dinas;
” — 2 Flashdisk/
Sekretars KPU
Media
penyampaian
N N Eﬂnum_u
a. Menesnma MNota Dinas parmohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website
JOIH
b. Menyampaikan lembar disposisi buku agenda
a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabia dokumen berupa Keputusan KPU
b. Perselujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen salain yang dokumean barupa
Keputusan KPU lambar naskah asli dan
disposisi saknan produk
hukum
8. Menenma naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan
produk hulkwm
buku scan produk hukum
agenda
a. Menyimpan Maskah Asli (Hardeopy) dokumen hukum yang telah di ._l.n:_uluﬂ!..n!.- oleh Ketua
KPU atau Sekretaris KPL dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuls stempal
SALINAN tanpa Cap dinas. Maskah salinan
b. Mangunggah produk hukum ke website JOIH produk hakum

Salinan sesuni dengan aslinyva,
Sekretanat Komisi Pemilihan Lmum
Kabupaten Lampung Selatan
Sckretans,




